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Nama SOP PERUBAHAN PASSWORD DAN PEMBERIAN INFORMASI USER ID PPK

Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana:

1. Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

2. Peraturan Presiden no 70 tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

3. Peraturan Kepala LKPP Nomor 02 Tahun 2010 tentang Layangan Pengadaan secara

Elektronik

4. Peraturan Kepala LKPP Nomor 01 Tahun 2011 tentang e-tendering

5. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 27 Tahun 2012 tentang Implementasi Sistem

e-procurement di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

l.PPK

2. Staf Administrasi

3. Admin Agency.

Peralatan/ Perlengkapan:

Penjelasan Singkat: 1. Surat Permohonan Reset Password atau informasi User ID PPK.

2. SKPengangkatan PPKapabila bukan Kepala Dinas/ Badan/ Kantor.Prosedur ini mencakup proses permohonan reset password dan permintaan informasi

user ID PPK sehingga PPK dapat melakukan login pada aplikasi SPSE. ,

Tujuan: Pencatatan dan Pendataan:

Prosedur ini bertujuan sebagai standar bagi Pengelola LPSE dan Verifikator yang terdaftar

di SPSE dalam melakukan permohonan reset password dan permintaan informasi

user ID miliknya.

1. User ID

2.Password Baru.

Definisi:

Peringatan: 1. PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) adalah pejabat yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/

Kuasa Pengguna Anggaran sebagai pemilik pekerjaan, yang bertanggung jawab atas

pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

2. Staf Administrasi adalah petugas dari Tim LPSE yang bertugas melakukan pengarsipan

dokumen.

3. Admin Agency adalah personil pada LPSE atau pada K/L/D/lyang memiliki tugas dan

kewenangan melakukan proses registrasi dan verifikasi kepada Panitia Pengadaan

/Pokja ULP/PPK.

1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan

ditetapkan.

2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output

dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh

pelaksana.

Keterkaitan:

SOP Pengarsipan Dokumen.






